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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26/PERMEN-KP/2020 

TENTANG 

LARANGAN PENANGKAPAN IKAN MADIDIHANG (Thunnus albacares) DI 

DAERAH PEMIJAHAN DAN DAERAH BERTELUR DI WILAYAH PENGELOLAAN 

PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 714 PADA BULAN  

OKTOBER–DESEMBER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi daerah pemijahan dan daerah 

bertelur ikan madidihang (Thunnus albacares) di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714, 

perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik Indonesia 714; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan 

Penangkapan Ikan Madidihang (Thunnus albacares) di 

Daerah Pemijahan dan Daerah Bertelur di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 

pada Bulan Oktober-Desember;  
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN MADIDIHANG 

(Thunnus albacares) DI DAERAH PEMIJAHAN DAN DAERAH 

BERTELUR DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA 714 PADA BULAN 

OKTOBER–DESEMBER. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh 

ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk 

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 

mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

3. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan 

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal 

penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal 

penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 

(sepuluh) gross tonnage.  

 

Pasal 2 

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penangkapan Ikan 

madidihang (Thunnus albacares) di daerah pemijahan 

dan daerah bertelur pada bulan Oktober–Desember. 

(2) Larangan melakukan Penangkapan Ikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil 

yang terdaftar di Provinsi Maluku. 

 

Pasal 3 

(1) Daerah pemijahan dan daerah bertelur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi wilayah yang 

terbentuk dari garis lurus yang ditarik mulai dari 

koordinat 1260–1320 Bujur Timur dan 40–60 Lintang 
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